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ABSTRAK 
 

Hadirnya layanan Financial Technology berbasis Peer to Peer Lending 
secara prosedural lebih cepat dan mudah serta tidak perlu mengunjungi bank atau 
kantor layanan kredit. Namun, terdapat kelemahan seperti penyelenggara layanan 
yang belum mengantongi izin, peluang dapat terjadinya risiko gagal bayar dari 
penerima dana, dan risiko status hukum dari layanan yang tidak berizin OJK. 
Dengan demikian, terdapat pokok masalah Pertama, Bagaimana konsekuensi 
hubungan hukum dalam FinTech berbasis Peer to Peer Lending yang dinyatakan 
tidak berizin oleh OJK. Kedua, Bagaimana upaya perlindungan hukum yang dapat 
dilakukan oleh para pihak dalam FinTech berbasis Peer to Peer Lending yang 
dinyatakan tidak berizin oleh OJK di daerah Yogyakarta.  

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif empiris 
dengan studi pustaka yang mengkaji teori hubungan hukum perjanjian, teori 
perlindungan hukum, dan teori perlindungan konsumen. Menggunakan 
pendekatan peraturan perundang-undangan. Sumber data penelitian berupa bahan 
hukum primer yakni peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder 
berupa wawancara, buku, artikel, dan karya ilmiah. Sedangkan bahan hukum 
tersier berasal dari ensiklopedia atau sumber-sumber yang diakses melalui 
internet.  

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa eksistensi KUH Perdata tidak 
dapat diabaikan oleh para pihak yang terlibat dalam perjanjian timbal balik antara 
pemberi dana dan penerima dana dalam Financial Technology Peer to Peer 
Lending tidak berizin oleh OJK dimana berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata 
perjanjian yang terjadi dinyatakan tidak sah. Syarat kecakapan dan suatu sebab 
yang halal tidak terpenuhi karena layanan yang disediakan oleh penyelenggara 
belum terdaftar dan tidak memiliki izin dari OJK sebagaimana dalam Peraturan 
OJK Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis 
Teknologi Informasi. Perlindungan hukum yang dapat dilakukan para pihak 
terhadap Financial Technology Peer to Peer Lending tidak berizin oleh OJK 
berupa perlindungan hukum preventif dengan pemahaman mengenai risk and 
opportunity industri melalui edukasi literasi dan inklusi keuangan yang dapat 
membantu konsumen dalam memahami risiko finansial, hukum, dan privasi yang 
dapat muncul. Perlindungan hukum represif dengan diterbitkannya Undang-
Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor 
Keuangan yang menjadi dasar bagi OJK dalam memberlakukan sanksi pidana 
terhadap penyelenggara kegiatan usaha jasa pembiayaan tanpa izin dan Peraturan 
Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen 
dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan sebagai penguatan kewenangan OJK 
dalam melakukan gugatan perdata. 

Kata Kunci: Financial Technology, Perjanjian, Perlindungan Hukum 
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ABSTRACT 
 

The emergence of Peer to Peer Lending based Financial Technology 
(FinTech) services procedurally offers faster and easier access without the need to 
visit banks or credit service offices. However, there are drawbacks such as service 
providers operating without proper authorization, the possibility of default risks 
from fund recipients, and legal status risks for unlicensed OJK services. Thus, 
there are two main issues addressed: First, the legal consequences of 
relationships in unlicensed OJK Peer to Peer Lending-based FinTech. Second, the 
legal protection efforts that can be undertaken by parties involved in unlicensed 
OJK Peer to Peer Lending-based FinTech in the Yogyakarta region. 

This research employs a normative empirical legal research method using 
literature studies that examine the theory of contractual legal relationships, legal 
protection theory, and consumer protection theory, utilizing a legislative 
regulation approach. The research data sources include primary legal materials 
such as laws and regulations, secondary legal materials like interviews, books, 
articles, and scholarly works, and tertiary legal materials from encyclopedias or 
internet sources. 

The results of this research indicate that, the existence of the Civil Code 
(KUH Perdata) cannot be disregarded by parties involved in bilateral agreements 
between fund providers and recipients in unlicensed OJK Peer to Peer Lending 
based FinTech. Based on Article 1320 of the Civil Code, agreements in such cases 
are deemed invalid. The requirements of capacity and a legitimate cause are not 
fulfilled because the services provided by the providers are not registered and do 
not have authorization from OJK, as stipulated in OJK Regulation No. 
10/POJK.05/2022 concerning Information Technology-based Joint Funding 
Services. Legal protection that can be undertaken by parties involved in 
unlicensed OJK Peer-to-Peer Lending-based FinTech includes preventive legal 
protection through understanding industry risks and opportunities through 
financial literacy education and financial inclusion, aiding consumers in 
understanding potential financial, legal, and privacy risks. Repressive legal 
protection is through the issuance of Law No. 4 of 2023 concerning the 
Development and Strengthening of the Financial Sector, serving as the basis for 
OJK to enforce criminal sanctions against unlicensed financial service business 
operators, and the Financial Services Authority Regulation No. 22 of 2023 
concerning Consumer and Public Protection in the Financial Services Sector, 
strengthening OJK's authority in civil lawsuits. 

Keywords: Financial Technology, Contractual, Protection Measures 
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MOTTO 
 

“Looked me in the eye, and said ‘Sometimes you can do everything right and 

things will still go wrong. The key is to never stop doing right.’” 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Perkembangan penggunaan internet di Indonesia telah berkembang dengan 

cepat, kini Indonesia berada di era revolusi industri 4.0 yang ditandai 

dengan perkembangan luar biasa di bidang teknologi internet. Penggunaan 

telepon pintar yang terhubung ke internet menjadi peralatan yang sehari-

hari digunakan oleh hampir seluruh kalangan masyarakat sebab berbagai 

aktivitas dalam masyarakat lebih terbantu dengan adanya penggunaan 

internet. Hal tersebut dibuktikan dengan data yang dipublikasikan oleh 

Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) pada 2023 bahwa 

pengguna internet di Indonesia mencapai 215,63 juta (78,19% dari total 

penduduk Indonesia yang mencapai 275,77 juta jiwa) meningkat 1,17% 

dari tahun sebelumnya dengan tingkat penetrasi pengguna internet di 

provinsi D.I. Yogyakarta sebesar 79,03%.1 

 Adanya perkembangan internet yang pesat berbanding lurus 

dengan pemanfaatan teknologi digital di Indonesia, salah satunya muncul 

inovasi dalam industri keuangan di Indonesia pada lembaga keuangan 

non-bank yang ditandai dengan hadirnya Financial Technology 

(selanjutnya disebut dengan FinTech). Menurut The National Research 

Centre (NDRC) di Dublin, Irlandia, mendefinisikan FinTech sebagai 

“innovation in financial services” atau “inovasi dalam layanan keuangan 

 
1 Asosiasi Penyelengara Jasa Internet Indonesia, Survei Internet APJII 2023, diakses dari 

https://survei.apjii.or.id/, pada tanggal 25 September 2023.  
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fintech”2 yang merupakan suatu inovasi dimana masyarakat menjadi lebih 

mudah untuk mengakses produk-produk keuangan sebab mendapat 

sentuhan teknologi modern.  

Istilah FinTech jika diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia 

artinya teknologi finansial. Pasal 1 (ayat) 1 Peraturan Bank Indonesia 

Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial, 

teknologi finansial diartikan sebagai penggunaan teknologi dalam sistem 

keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi, dan/atau model 

bisnis baru serta dapat berdampak pada stabilitas sistem keuangan, 

stabilitas moneter, dan/atau efisiensi, keamanan, kelancaran, dan 

keandalan sistem pembayaran.3 

Pada dasarnya, FinTech memiliki banyak layanan dan produk yang 

dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Berdasarkan Bank Indonesia, 

FinTech terbagi menjadi 4 (empat) jenis, diantaranya adalah: Peer to Peer 

Lending dan crowdfunding, manajemen risiko investasi, payment, 

clearing, dan settlement, dan market aggregator.4 

Berbagai kemudahan dan promo disediakan untuk konsumen 

dalam bertansaksi, namun terkadang mengurangi tingkat kehati-hatian 

konsumen. Perlindungan konsumen terintegrasi dengan implementasi 

 
2 bapendajabar, Financial Technology Layanan Finansial Berbasis IT, diakses dari  

https://bapenda.jabarprov.go.id/2016/12/26/financial-technology-layanan-finansial-berbasis-it/, 
pada tanggal 24 Oktober 2023.  

3 Nuzul Rahmayani, "Tinjauan Hukum Perlindungan Konsumen Terkait Pengawasan Perusahaan 
Berbasis Financial Technology Di Indonesia", Pagaruyuang Law Journal Vol 2:1 (2018), hlm. 25.  

4 Ibid. 
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FinTech sebagaimana yang diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) 

sebagai lembaga yang melakukan tugas pengawasan dan regulator di 

bidang sektor jasa keuangan, pasca lahirnya Undang-Undang Nomor 21 

Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, berbagi peran dengan Bank 

Indonesia. Terdapat 3 (tiga) tujuan utama pembentukan OJK dalam Pasal 4 

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK, antara lain: 

a. Menyelenggarakan kegiatan di sektor jasa keuangan secara 

teratur, adil, transparan, dan akuntabel; 

b. Mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara 

berkelanjutan dan juga stabil; dan 

c. Mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarkat 

Adanya payung hukum pengawasan lembaga keuangan diharapkan 

akan memberikan kepastian kepada masyarakat, mengingat terdapat 

FinTech yang melakukan penipuan terhadap nasabah berdampak pada 

FinTech yang telah terdaftar. Atas dasar tersebut, OJK mengeluarkan 

Peraturan OJK No.13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di 

Sektor Jasa Keuangan yang melengkapi Peraturan OJK No. 

10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis 

Teknologi Informasi dengan mencabut peraturan sebelumnya yakni 

Peraturan OJK No.77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam 

Uang Berbasis Teknologi Informasi. Terdapat Peraturan OJK No. 

6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat Di 

Sektor Jasa Keuangan. Berbagai peraturan tersebut diharapkan berdampak 
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pada industri keuangan digital, setidaknya memberikan kontrol dan 

perlindungan konsumen dalam mengelola keuangan digital. 

Layanan Peer to Peer Lending atau pinjaman online merupakan 

salah satu jenis FinTech yang lebih dikenal dalam masyarakat sebab secara 

prosedural dalam kemudahan dan kecepatan dalam proses pinjam 

meminjam  lebih cepat dan mudah serta tidak perlu repot-repot 

mengunjungi bank atau kantor layanan kredit lainnya.5 Pasal 1 (ayat) 1 

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 10/POJK.05/2022 tentang Layanan 

Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi, mendefinisikan bahwa 

Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (yang 

selanjutnya disingkat LPBBTI) adalah penyelenggaraan layanan jasa 

keuangan untuk mempertemukan pemberi dana dengan penerima dana 

dalam melakukan pendanaan konvensional atau berdasarkan prinsip 

syariah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan 

internet. 

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 

10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis 

Teknologi Informasi, terdapat para pihak diantaranya adalah 

penyelenggara LPBBTI dan pengguna LPBBTI yakni pemberi dana dan 

penerima dana. Dalam Pasal 1 ayat 8 bahwa penyelenggara LPBBTI yang 

selanjutnya disebut penyelenggara adalah badan hukum Indonesia yang 

menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan LPBBTI baik secara 
 

5 N Ali, “Perlindungan Hukum Bagi Pemberi Pinjaman Terhadap Resiko Gagal Bayar 
Pinjaman Online,” Palangka Law Review, Vol 3:1 (2023), hlm. 16. 
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konvensional atau berdasarkan prinsip syariah. Pasal 1 ayat 9 bahwa 

penerima dana adalah orang perseorangan, badan hukum, dan/atau badan 

usaha yang menerima pendanaan. Pasal 1 ayat 10 bahwa pemberi dana 

adalah orang perseorangan, badan hukum, dan/atau badan usaha yang 

memberikan pendanaan.  

Dalam layanan Financial Technology Peer to Peer Lending, untuk 

dapat menggunakan layanan tersebut pemberi dana harus mengadakan 

hubungan hukum dengan penyelenggara layanan. Hubungan hukum itu 

dituangkan dalam bentuk perjanjian tertulis, yang disebut dengan 

perjanjian penyelenggaraan layanan pinjam meminjam uang secara 

elektronik.6 Selanjutnya pemberi dana tidak bertemu langsung dengan 

penerima dana, bahkan diantara para pihak dapat saja tidak saling 

mengenal karena dalam sistem Peer to Peer Lending terdapat pihak lain 

yakni penyelenggara layanan yang menghubungkan kepentingan antara 

para pihak ini.7 Namun ketika layanan keuangan dan teknologi berinovasi 

semakin canggih maka tidak dapat dipungkiri terjadinya potensi layanan 

keuangan yang tidak berizin dan ancaman kejahatan khususnya pada 

layanan keuangan FinTech berbasis Peer to Peer Lending tersebut.  

Layanan Financial Technology tersebut memiliki berbagai macam 

manfaat dan memiliki kemudahan akses pembiayaan, namun juga tidak 

terlepas dari kelemahan dan resiko seperti track record penyelenggara 

 
6 Salim HS, Hukum Kontrak Elektronik, (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2022), hlm. 

58. 

7 Ibid., hlm. 324.  
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layanan yang belum mengantongi izin, peluang dapat terjadinya risiko 

gagal bayar dari penerima dana, beberapa penyelenggara Peer to Peer 

Lending yang tidak mengajurkan adanya asuransi sebagai penjaminan 

keamanan pemberi dana,8 bahkan risiko status hukum dari perjanjian 

pinjam meminjam dalam Peer to Peer Lending yang dinyatakan tidak 

berizin oleh OJK.9  

Menurut situs resmi Otoritas Jasa Keuangan, pada 2023, terdapat 

rilis daftar Perusahaan FinTech berbasis Peer to Peer Lending yang resmi 

berizin per 09 Oktober 2023 yakni 101 perusahaan pemberi pinjaman 

online yang berizin atau legal.10 Diantaranya adalah 94 penyelenggara 

konvensional dan 7 penyelenggara syariah.11 Sedangkan Satuan Tugas 

Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal atau Satgas PASTI melakukan 

pemblokiran terhadap 173 entitas pinjaman online ilegal di sejumlah 

website, dengan demikian sejak 2017 s.d. 31 Oktober 2023 telah 

menghentikan 6.055 entitas pinjaman online ilegal.12 Deskripsi data 

 
8 Ditarizky Wijayanti dan Pujiyono, “Legalitas Sistem Peer To Peer Lending Financial 

Technology Di Indonesia", Jurnal Privat Law, Vol 9: 1 (2021), hlm. 48. 

9 S Fitriani, Ma’ruf Hafidz, Zainuddin, “Analisis Hukum Terhadap Pinjaman Online Ilegal 
Perspektif Hukum Perdata Dan Hukum Islam”, Journal of Lex Generalis (JLS), Vol 3: 3 (2022), 
hlm. 502. 

10 Otoritas Jasa Keuangan, Penyelenggara Fintech Lending Berizin Di OJK per 9 Oktober 2023, 
diakses dari https://ojk.go.id/id/kanal/iknb/financial-technology/Pages/Penyelenggara-Fintech-
Lending-Berizin-di-OJK-per-9-Oktober-2023.aspx, pada tanggal 19 November 2023. 

11 Otoritas Jasa Keuangan Wilayah D I Yogyakarta, “Perkembangan Kinerja Industri Jasa 
Keuangan,” (2022), hlm. 37. 

12 Otoritas Jasa Keuangan, Satgas Pasti Blokir 302 Pinjol Ilegal Dan Pinpri, diakses dari 
https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/info-terkini/Pages/Satgas-Pasti-Blokir-302-Pinjol-Ilegal-
dan-Pinpri.aspx, pada tanggal 11 November 2023. 
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menunjukkan bahwa FinTech tidak berizin atau ilegal tumbuh lebih cepat 

daripada yang berizin. Hal tersebut menjadi perhatian masyarakat karena 

dapat menimbulkan kerugian material maupun immaterial.13  

Wilayah D.I. Yogyakarta termasuk dalam 10 provinsi dengan 

nasabah pinjaman online nasional tertinggi14, Otoritas Jasa Keuangan D.I. 

Yogyakarta mencatat dari awal 2023 hingga April 2023 telah mendapatkan 

63 pengaduan terkait pinjaman online ilegal. Menurut Ketua OJK DIY, 

Parjiman, platform pinjaman online ilegal khususnya yang ditemukan D.I. 

Yogyakarta termasuk mudah dibuat dan server disimpan di luar negeri 

yang menyebabkan sulit ditangani oleh pihak berwajib.15 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka 

penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan mengangkat sebagai karya 

ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul: KONSEKUENSI 

KEDUDUKAN HUBUNGAN HUKUM FINANCIAL TECHNOLOGY 

BERBASIS PEER TO PEER LENDING YANG DINYATAKAN 

TIDAK BERIZIN OLEH OJK (STUDI DI YOGYAKARTA). 

 
13 Fahmi Firmansyah et al., “Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Pencegahan Fintech 

Ilegal Di Masyarakat,” Permana : Jurnal Perpajakan, Manajemen, Dan Akuntansi, Vol. 14:1 
(2022), hlm. 154. 

14 Cindy Mutiara Annur, Ini 10 Provinsi Dengan Nasabah Pinjol Terbanyak Pada Agustus 2022, 
diakses dari https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/10/03/ini-10-provinsi-dengan-
nasabah-pinjol-terbanyak-pada-agustus-2022, pada tanggal 19 November 2023. 

15 Idealisa Masyrafina, OJK Ungkap Alasan Pinjol Ilegal Di DIY Sulit Dibasmi, diakses dari 
https://rejogja.republika.co.id/berita/rw0f5l291/ojk-ungkap-alasan-pinjol-ilegal-di-diy-sulit-
dibasmi., pada tanggal 19 November 2023. 
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B. Rumusan Masalah 

Beberapa permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian ini antara lain 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana konsekuensi hubungan hukum dalam FinTech berbasis 

Peer to Peer Lending yang dinyatakan tidak berizin oleh OJK? 

2. Bagaimana upaya perlindungan hukum yang dapat dilakukan oleh para 

pihak dalam FinTech berbasis Peer to Peer Lending yang dinyatakan 

tidak berizin oleh OJK di daerah Yogyakarta? 

C. Tujuan dan Kegunaan Penenlitian 

1. Tujuan penelitian 

a. Untuk mengetahui konsekuensi hubungan hukum dalam FinTech 

berbasis Peer to Peer Lending yang dinyatakan tidak berizin oleh 

OJK; 

b. Untuk mengetahui upaya perlindungan hukum yang dapat 

dilakukan oleh para pihak dalam FinTech berbasis Peer to Peer 

Lending yang dinyatakan tidak berizin oleh OJK di daerah 

Yogyakarta; 

2. Kegunaan penelitian 

Penelitian hukum selain memiliki tujuan, diharapkan dapat 

memberikan manfaat yang baik bagi penulis maupun pihak lain. 

Adapun kegunaan atau manfaat penelitian yang dapat diperoleh dari 

penulisan hukum adalah sebagai berikut: 

a. Aspek keilmuan 
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Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi masyarakat 

ataupun penegak hukum untuk memberikan sumbangan pemikiran 

dalam pengembangan wawasan ilmu pengetahuan terhadap 

pelaksanaan FinTech berbasis Peer to Peer Lending. Selain itu, 

penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan literatur 

maupun acuan sebagai penelitian lanjutan atau peneliti yang akan 

mengkaji dengan penelitian yang serupa.  

b. Aspek praktis 

1) Bagi peneliti 

Penelitian ini merupakan suatu wadah untuk dapat menerapkan 

materi perkuliahan yang diharapkan akan mampu menjadikan 

peneliti semakin memahami mengenai permasalahan yang 

diangkat dalam penelitian ini.  

2) Bagi masyarakat  

Dengan adanya penelitian ini diharapkan mampu memberikan 

informasi terkait permasalahan dalam penelitian sekaligus 

menjadi bahan pembelajaran mengenai problematika dan 

pelaksanaan FinTech berbasis Peer to Peer Lending. 

3) Bagi aparat penegak hukum  

Dilakukannya penelitian ini sebagai media dalam rangka 

memperbaiki dan memaksimalkan solusi hukum serta proses 

pelaksanaan FinTech berbasis Peer to Peer Lending. 



10 
 

 

D. Telaah Pustaka 

Penelitian ini didasarkan pada beberapa rujukan permasalahan maupun 

penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Meskipun 

demikian, penelitian-penelitian yang telah dilakukan tersebut tentunya 

memiliki poin yang menjadi ciri khasnya tersendiri. Penelitian-penelitian 

sejenis yang menjadi rujukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

Penelitian Pertama, berkaitan dengan Konsekuensi Hubungan 

Hukum dalam Financial Technology Peer to Peer Lending yang 

dinyatakan tidak berijin oleh OJK selaras dengan penelitian ini, yakni 

penelitian skripsi oleh Adhetya Prabowo Putri Mahasiswa Fakultas Hukum 

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan dengan judul 

Tinjauan Yuridis Mekanisme Debitur yang Tidak Melakukan Pembayaran 

Pinjaman Online Ilegal.16 Meneliti tentang pengaturan tentang pinjaman 

online legal, akibat hukum perjanjian yang dilakukan oleh pinjaman online 

ilegal, dan fakor penyebab maraknya keberadaan perusahaan FinTech 

berbasis pinjaman online. Hasil penelitian ini menyatakan bahwasanya 

akibat hukum perjanjian yang dilakukan oleh pinjaman online ilegal dapat 

dibatalkan sebab tidak terpenuhinya syarat subjektif dan objektif karena 

perjanjian dilakukan pada saat penyelenggara pinjam meminjam uang 

secara elektronik berstatus tidak berizin atau ilegal sehingga debitur 

berkewajiban mengembalikan semua uang yang telah dipinjam. Penelitian 

 
16 Adhetya Prabowo Putri, “Tinjauan Yurisdis Mekanisme Debitur Yang Tidak Melakukan 

Pinjaman Online Ilegal”, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara 
(2022), hlm. 1-91.  



11 
 

 

tersebut menggunakan Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang 

Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi 

Kemudian penelitian ini akan membahas tentang konsekuensi hubungan 

hukum para pihak dalam FinTech berbasis Peer to Peer Lending yang 

dinyatakan tidak berizin oleh OJK berdasarkan perjanjian dalam Kitab 

Undang-Undang Hukum Perdata dan Peraturan OJK Nomor 

10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis 

Teknologi Informasi.  

Penelitian Kedua, berkaitan dengan analisa hukum terhadap 

Financial Technology Peer to Peer Lending Ilegal selaras dengan 

penelitian ini, yakni penelitian oleh Fitriani HS, Ma’ruf Hafidz, dan 

Zainuddin Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Universitas Muslim 

Indonesia dengan judul Analisis Hukum Terhadap Pinjaman Online Ilegal 

perspektif Hukum Perdata dan Hukum Islam pada Journal of Lex 

Generalis Volume 3 Nomor 3 Tahun 2022.17 Meneliti tentang status 

hukum pinjaman online ilegal perspektif hukum perdata dan hukum islam. 

Perbedaan penelitian tersebut dibandingkan dengan penelitian ini terletak 

berfokus pada konsekuensi hubungan hukum perjanjian bagi para pihak 

dalam layanan Financial Technology Peer to Peer Lending yang 

dinyatakan tidak berizin oleh OJK beserta upaya perlindugan hukum bagi 

 
17 Ridwan, Hambali Thalib, dan Hamza Baharuddin, “Analisis Hukum Terhadap 

Pinjaman Online Ilegal Perspektif Hukum Perdata Dan Hukum Islam,” Journal of Lex Theory, Vol 
1:2 (2020), hlm. 501–516. 
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para pihak dalam layanan tersebut berdasarkan peraturan perundang-

undangan yang terbaru.   

Penelitian Ketiga, berkaitan dengan studi kasus putusan terkait 

layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi ilegal selaras 

dengan penelitian ini, yakni penelitian oleh Angga Saputra Bayu pratama 

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta dengan 

judul Keabsahan Perjanjian Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis 

Teknologi Informasi Ilegal (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri No. 

86/Pdt.G/2019/Pn.Jkt.Pst).18  Penelitian ini membahas terkait keabsahan 

perjanjian dalam layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi 

informasi yang ilegal dan akibat hukum perjanjian layanan tersebut 

berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri No. 86/Pdt.G/2019/Pn.Jkt.Pst). 

Hasil penelitian tersebut memaparkan bahwa layanan layanan pinjam 

meminjam uang berbasis teknologi informasi yang ilegal tidak sah 

berdasarkan POJK Nomor 77/POJK.01/2016 dan perjanjian tersebut tidak 

memenuhi syarat perjanjian sebagaimana dalam Pasal 1320 KUH Perdata. 

Namun dalam penelitian tersebut dalam amar putusannya menyatakan 

perkara tersebut gugur karena para penggugat tidak hadir dalam 

persidangan, tidak mengadili terkait pembatalan perjanjian dalam layanan 

pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi yang ilegal. Dalam 

penelitian ini membicarakan mengenai konsekuensi hubungan hukum bagi 

 
18 Angga Saputra Bayu, “Keabsahan Perjanjian Layanan Pinjam Meminjam Uang 

Berbasis Teknologi Informasi Ilegal (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri No. 
86/Pdt.G/2019/Pn.Jkt.Pst)”, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta (2021), 
hlm. 1-74. 
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para pihak dalam layanan Financial Technology Peer to Peer Lending 

yang dinyatakan tidak berizin oleh OJK berdasarkan Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata dan Peraturan OJK Nomor 10/POJK.05/2022 

tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi 

beserta upaya perlindugan hukum bagi para pihak dalam layanan tersebut 

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang terbaru.   

Penelitian Keempat, berkaitan dengan Financial Technology Peer 

to Peer Lending Ilegal selaras dengan penelitian ini, yakni penelitian oleh 

Alifia Salvasani Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret 

Surakarta dengan judul Penanganan Terhadap Financial Technology Peer 

to Peer Lending Ilegal melalui Otoritas Jasa Keuangan (Studi pada OJK 

Jakarta Pusat) pada Jurnal Private Law Volume 3 Nomor 2 Tahun 2020.19 

Meneliti tentang peranan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam menangani 

financial technology peer to peer lending ilegal di Indonesia. Hasil 

penelitian ini menyatakan bahwasanya pertumbuhan FinTech Peer to Peer 

Lending ilegal di Indonesia disebabkan oleh 2 faktor yakni faktor normatif 

dan non-normatif serta memaparkan peranan OJK melakukan upaya 

penanganan P2P lending ilegal. Perbedaan dengan penelitian ini dapat 

dilihat pada upaya Otoritas Jasa Keuangan Yogyakarta dalam melakukan 

perlindungan hukum terhadap para pihak dalam FinTech berbasis Peer to 

Peer Lending yang dinyatakan tidak berizin oleh OJK di Yogyakarta 

 
19 Alifia Salvasani and Munawar Kholil, “Penanganan TerhadaP Financial Technology 

Peer-To-Peer Lending Ilegal MelaluI OTOrITas Jasa Keuangan (Studi Pada OJK Jakarta Pusat),” 
Jurnal Privat Law, Vol 8:2 (2020), hlm. 252-259. 



14 
 

 

berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang 

Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan dan Peraturan Otoritas 

Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan 

Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.  

Penelitian Kelima, berkaitan dengan peran OJK dalam pencegahan  

dengan Financial Technology Ilegal selaras dengan penelitian ini, yakni 

penelitian oleh Fahmi Firmansyah, Maulida Dwi Kartikasari, Teguh Budi 

Raharjo, Makmur Sujarwo, Dien Noviany Rahmatika mahasiswa Fakultas 

Ekonomi Bisnis Universitas Pancasakti Tegal dengan judul Peran Otoritas 

Jasa Keuangan dalam Pencegahan Fintech Ilegal di Masyarakat (Studi 

Kasus Otoritas Jasa Keuangan Tegal) pada Jurnal Perpajakan, 

Manajemen, dan Akuntansi Volume 14 Nomor 1 Tahun 2022.20 Dalam 

penelitian tersebut membahas mengenai upaya preventif OJK dalam 

menangani fintech ilegal dengan mengedukasi dan mendorong masyarakat 

dalam literasi keuangan dan selektif menggunakan pinjaman online serta 

bentuk koordinasi OJK dengan Satgas Waspada Investasi. Perbedaannya 

dalam penelitian ini membahas terkait upaya OJK baik secara preventif 

dan kuratif dalam menangani Financial Technology yang tidak berizin di 

Yogyakarta dengan berkoordinasi dengan Satgas PASTI dan beberapa 

lembaga kementrian lainnya sebagai langkah lebih lanjut dari Undang-

 
20 Firmansyah et al., “Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Pencegahan Fintech Ilegal Di 

Masyarakat (Studi Kasus Otoritas Jasa Keuangan Tegal)”, Jurnal Perpajakan Manajemen dan 
Akuntansi, Vol 14:1 (2022), hlm. 152-161. 
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Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan 

Sektor Keuangan. 

Penelitian Keenam berkaitan dengan perlindungan hukum dalam 

layanan pinjaman online selaras dengan penelitian ini, yakni penelitian 

skripsi oleh Aditio Mukhlis mahasiswa Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN 

Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul Perlindungan Hukum Bagi 

Kreditur Pada Layanan Pinjaman Uang Online Berbasis Peer to Peer 

Lending.21 Dalam penelitian tersebut membahas mengenai bentuk 

perlindungan hukum kreditur terhadap eksistensi Fintech Peer to Peer 

Lending dan upaya yang dilakukan oleh kreditur apabila terjadi sengketa 

pada layanan Fintech Peer to Peer Lending. Dalam penelitian ini memiliki 

perbedaan yakni membahas terkait upaya bentuk perlindungan secara 

preventif dan represif terhadap Fintech Peer to Peer Lending yang 

dinyatakan tidak berizin oleh OJK berdasarkan peraturan-peraturan yang 

terkait dan terbaru.  

Penelitian-penelitian tersebut merupakan beberapa contoh 

penelitian sejenis dimana sejalan dengan topik yang dibawa dalam 

penelitian ini, meskipun terdapat penelitian-penelitian di luar yang belum 

dapat dicantumkan dalam penelitian ini. Terlebih bahasan mengenai 

layanan Financial Technology maupun Peer to Peer Lending merupakan 

suatu bahasan yang luas dan kompleks. 

 
21 Aditio Mukhlis, “Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Pada Layanan Pinjaman Uang 

Online Berbasis Peer to Peer Lending” (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2021). 
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E. Kerangka Teoritik 

Kerangka Teori diperlukan dalam setiap penulisan, identifikasi 

teori yang relevan digunakan sebagai landasan berfikir untuk mengkaji 

suatu permasalahan yang sedang diteliti. Berdasarkan penelitian yang 

diangkat berkaitan dengan konsekuensi kedudukan hubungan hukum 

Financial Technology berbasis Peer to Peer Lending yang dinyatakan 

tidak berizin oleh OJK, menggunakan teori: 

1. Teori hubungan hukum perjanjian  

Menurut Soeroso hubungan hukum ialah hubungan antara dua atau 

lebih subjek hukum. Dalam hubungan hukum ini hak dan kewajiban 

pihak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak yang 

lain.22 

Hubungan hukum yang terjadi antara individu dengan individu, 

individu dengan kelompok, maupun kelompok dengan kelompok 

sering terjadi hubungan timbak balik antara yang satu dengan yang 

lain, hubungan timbal balik itu muncul karena ada rasa saling 

membutuhkan baik dari segi materil maupun formil, sehingga mucul 

perjanjian atau kesepakatan di anatara para pihak yang telah sepakat 

untuk melakukan suatu perbuatan dalam masyarakat. Istilah perjanjian 

merupakan terjemahan dari kata Overeenkomst (Belanda) yang 

terjemahan dari persetujuan. Pasal 1313 KUH Perdata berbunyi “Suatu 

 
22 R. Soeroso, Pengantar Ilmu Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 269. 
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perjanjian adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih 

mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih” 

Menurut Subekti suatu perjanjian dikatakan sah karena adanya 

kesepakatan yang dibuat oleh kedua belah pihak dan menimbulkan 

unsur hukum bagi para pihak yang membuatnya. 

Disamping perjanjian kita mengenal pula istilah kontrak. Secara 

gramatikal, istilah kontrak berasal dari bahasa Inggris, contract. Baik 

perjanjian maupun kontrak mengandung pengertian yang sama, yaitu 

suatu perbuatan hukum untuk saling mengikatkan para pihak kedalam 

suatu hubungan hukum perikatan. Istilah kontrak lebih sering 

digunakan dalam praktek bisnis. Karena jarang sekali orang 

menjalankan bisnis mereka secara asal-asalan, maka kontrak-kontrak 

bisnis biasanya dibuat secara tertulis, sehingga kontrak dapat juga 

disebut sebagai perjanjian yang dibuat secara tertulis. 

Menurut M. Yahya Harahap, suatu perjanjian adalah suatu 

hubungan hukum kekayaan antara dua orang atau lebih, yang 

memberikan kekuatan hak pada suatu pihak untuk memperoleh 

prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk 

melaksanakan prestasi.23 Perjanjian dianggap sah apabila memenuhi 

empat syarat yang disebutkan dalam pasal 1320 KUH Perdata. Syarat 

kesepakatan dan syarat kecakapan disebut sebagai syarat subjektif 

 
23 Syahmin AK, Hukum Kontrak Internasional (Jakarta: Raja Grafindo, 2006), hlm. 1. 
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sedangkan syarat suatu hal tertentu dan syarat suatu sebab yang halal 

disebut dengan syarat objektif.  

Perjanjian pinjam meminjam dapat ditemukan pengaturannya di 

buku ke III bab XIII KUH Perdata dalam Pasal 1754 KUH Perdata 

yang menunjukkan bahwa seseorang yang telah meminjamkan 

sejumlah uang atau barangnya kepada pihak lain maka si peminjam 

akan menerima kembali sejumlah uang yang sama sesuai dengan 

persetujuan yang telah disepakati. 

Objek perjanjian pinjam meminjam dalam Pasal 1754 KUH 

Perdata tersebut dapat berupa barang-barang yang habis karena 

pemakaian, seperti uang, bolpoin, pensil, lem, dan barang habis pakai 

lainnya. Uang yang fungsinya sebagai alat tukar dapat dikategorikan 

sebagai objek perjanjian pinjam-meminjam karena termasuk dalam 

barang yang habis karena pemakaian. Dalam hal peminjaman uang, 

para pihak harus mematuhi adanya peraturan dalam perjanjian hutang 

piutang yang disepakati, diantaranya yaitu pihak kreditur tidak boleh 

meminta atau menagih piutang melebihi dari jumlah yang ada dalam 

perjanjian. Kreditur hanya berhak menagih sejumlah uang yang sesuai 

dengan yang diperjanjikan.24 

2. Teori perlindungan hukum 

Penelitian ini menggunakan teori perlindungan hukum sebab suatu 

hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara memberikan 

 
24 Gatot Supramono, Perjanjian Utang Piutang, (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 10.  
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kekuasaan untuk bertindak dalam rangka kepentingannya sebagai 

sasaran hak. Secara sederhana perlindungan hukum merupakan suatu 

aturan atau kaidah yang bertujuan untuk memberikan perlindungan 

berupa hukum.  

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum bertujuan 

untuk mengayomi hak asasi manusia (HAM) atas perbuatan yang 

dirugikan oleh orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada 

masyarakat agar dapat menikmati hak-hak yang diberikan oleh 

hukum,25 dengan kata lain perlindungan hukum merupakan bentuk dari 

berbagai upaya hukum yang diberikan oleh apparat penegak hukum 

yang bertujuan untuk memberikan rasa aman secara pikiran dan fisik 

terhadap gangguan maupun ancaman dari pihak manapun. 

Menurut Phillipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi 

rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan 

reprensif. Selanjutnya, menurut Lili Rasjidi dan I.B. Wysa Putra bahwa 

hukum dapat difungsikan guna mewujudkan perlindungan yang 

sifatnya tidak sekadar adaptif dan fleksibel, namun juga prediktif dan 

antipatif.  

Secara umum, 2 jenis bentuk perlindungan hukum yaitu 

perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. 26 

Perlindungan hukum yang preventif dapat diartikan sebagai 

 
25 Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 54. 

26 Sudiarti, Elin dan Nuraliah Ali, “Perlindungan Hukum Bagi Pemberi Pinjaman Terhadap Resiko 
Gagal Bayar Pinjaman Online”, Palangka Law Review Journal, Vol 3:1 (2023), hlm. 24. 
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pencegahan, terdapat dalam peraturan perundang-undangan guna 

mencegah terjadinya suatu pelanggaran. Sedangkan perlindungan 

hukum represif atau kuratif berfungsi untuk menyelesaikan sengketa 

yang telah muncul akibat adanya pelanggaran. Perlindungan ini 

merupakan perlindungan akhir yang berupa pemberian sanksi terhadap 

pelanggaran yang telah dilakukan.   

Berdasarkan uraian para ahli tersebut, memberikan pemahaman 

bahwasanya perlindungan hukum ini merupakan sebuah gambaran dari 

bergeraknya suatu fungsi hukum dalam mewujudkan tujuan hukum 

yakni keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.  

3. Teori perlindungan konsumen 

Menurut Az. Nasution hukum perlindungan konsumen adalah bagian 

dari hukum konsumen yang memuat asas-asas atau kaidah-kaidah yang 

bersifat mengatur dan mengandung sifat yang melindungi kepentingan 

konsumen, sedangkan hukum konsumen adalah hukum yang mengatur 

hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu sama lain berkaitan 

degna barang atau jasa konsumen.  

Pengertian perlindungan konsumen dalam Undang-Undang 

Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 1 (ayat) 

1 yaitu perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin 

adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada 

konsumen. Meskipun undang-undang tersebut sebagai Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, namun 
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bukan berarti kepentingan para pelaku usaha tidak menjadi fokus 

perhatian, sebab keberadaan perekonomian nasional ditentukan oleh 

para pelaku usaha. 

Perlindungan konsumen merupakan bagian dari perlindungan 

hak asasi manusia (HAM), dalam realita ruang lingkup konsep HAM 

ini tidak hanya berlaku dalam hal interaksi rakyat dan negara, namun 

meluas pada perspektif hubungan antara masyarakat. 

Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK mempunyai 

fungsi pemberian dukungan melalui pengaturan dan pelaksanaan di 

bidang edukasi dan perlindungan konsumen, pelayanan konsumen 

serta pembelaan hukum perlindungan konsumen dalam rangka 

memperlancar pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan Jasa 

Keuangan. 

Dengan demikian, jika perlindungan konsumen diartikan 

sebagai segala upaya yang menjamin adanya kepastian pemenuhan 

hak-hak konsumen sebagai wujud perlindungan kepada konsumen, 

maka hukum perlindungan konsumen tidak lain adalah hukum yang 

mengatur upaya-upaya untuk menjamin terwujudnya perlindungan 

hukum terhadap kepentingan konsumen 

F. Metode Penelitian 

1. Jenis penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif-empiris dengan 

studi pustaka (Library Research), studi pustaka dilakukan untuk 
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mencari berbagai konsep, teori, asas, dan aturan.27 Menurut Abdulkadir 

Muhammad yang dimaksud sebagai penelitian hukum normatif-

empiris (applied law research) merupakan penelitian yang 

menggunakan studi kasus hukum normatif-empiris berupa produk 

perilaku hukum. Penelitian hukum normatif-empiris (terapan) bermula 

dair ketentuan hukum positif tertulis yang diberlakukan pada peristiwa 

hukum in concreto dalam masyarakat, sehingga dalam penelitiannya 

selalu terdapat gabungan dua tahap kajian yakni tahapan kajian 

mengenai hukum normatif yang berlaku lalu tahapan penerapan pada 

peristiwa in concreto guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 28 

2. Sifat penelitian 

Sifat deskriptif analitis dimana penelitian ini mengungkapkan 

peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori 

hukum sebagai objek penelitian, demikian juga hukum dalam 

pelaksanaannya di dalam masyarakat yang berakenaan objek 

penelitian.  

3. Pendekatan penelitian 

Menurut Peter Mahmud Marzuki, pendekatan peraturan perundang-

undangan (Statute Approach) merupakan pendekatan yang dilakukan 

dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi 

yang bersangkut paut dengan isu hukum yang ditangani.  

 
27 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 35. 

28 Abdulkadir Muhammad, Hukum Dan Penelitian Hukum (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 
2004), hlm. 52.  
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4. Sumber data penelitian 

Penelitian ini bersumber pada studi kepustakaan sehingga jenis data 

yang akan dikaji adalah data sekunder namun tidak menutup 

kemungkinan melakukan penelitian lapangan dengan mengkaji data 

primer. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa bahan 

hukum, yakni: 

a. Bahan hukum primer  

Menurut Peter Mahmud Marzuki, bahan hukum primer adalah 

bahan yang bersifat otoritatif atau mempunyai otoritas yang terdiri 

dari perundang-undangan, catatan resmi, atau risalah dalam 

pembuatan peraturan perundang-undangan, dan putusan-putusan 

hakim. Dalam penelitian ini menggunakan sumber data primer 

sebagai berikut: 

1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 

2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas 

Jasa Keuangan  

3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang 

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 

tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 

4) Undang-Undang 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan 

dan Penguatan Sektor Keuangan  

5) Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang 

Penyelenggaraan Teknologi Finansial  
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6) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 

10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama 

Berbasis Teknologi Informasi  

7) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 

13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di 

Sektor Jasa Keuangan  

8) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 

tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor 

Jasa Keuangan 

b. Bahan hukum sekunder 

Bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan 

hukum primer, diantaranya: 

1) Data yang diperoleh secara langsung di Otoritas Jasa 

Keuangan Yogyakarta melalui observasi, wawancara, 

serta mengumpulkan data-data yang berhubungan dengan 

permasalahan yang diteliti;  

2) Buku-buku yang berkaitan dengan Financial Technology 

Peer to Peer Lending, perlindungan konsumen, dan 

perjanjian; 

3) Penelitian berupa skripsi, tesis maupun disertasi yang 

berkaitan dengan penelitian; 
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4) Jurnal-jurnal yang berkaitan dengan Financial 

Technology Peer to Peer Lending, perlindungan 

konsumen, dan perjanjian; 

c. Bahan hukum tersier  

Bahan hukum tersier atau pelengkap ini yang memberikan 

petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan 

sekunder berupa sumber-sumber yang berasal dari kamus hukum, 

ensiklopedia atau sumber-sumber yang diakses melalui internet.  

5. Teknik pengumpulan data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

a. Studi kepustakaan 

Studi kepustakaan yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan 

yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, 

dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian baik tertulis 

maupun elektronik yang berhubungan dengan masalah yang 

diteliti.  

b. Wawancara  

Data penelitian yang akan diperoleh dari wawancara yang 

dilakukan bersama pegawai di Otoritas Jasa Keuangan D.I. 

Yogyakarta. 

c. Dokumentasi  
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Dokumentasi akan dijadikan sebagai penunjang sekaligus bukti 

bahwa telah dilakukan pengumpulan data. 

6. Analisis data 

Berdasarkan sifat penelitian yang menggunakan metode penelitian 

deskriptif analitis, maka analisis data yang dipergunakan adalah 

analisis secara pendekatan kualitatif terhadap bahan hukum primer, 

bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Deskriptif tersebut, 

meliputi isi dan struktur hukum positif yaitu suatu kegiatan yang 

dilakukan untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang 

dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang 

menjadi objek kajian. 

G. Sistematika Pembahasan 

Dalam merangkai penelitian ini, diperlukan sistematika pembahasan yang 

nantinya akan memberikan gambaran secara sistematis mengenai berbagai 

materi bahasan yang akan dicantumkan di dalam penelitian. Sistematika 

tersebut bertujuan untuk memberi kemudahan dalam memperlihatkan 

keterkaitan atas pemahaman antar bab agar berhubungan satu sama lain. 

Sistematika penulisan dalam skripsi ini sebagai berikut: 

Bab pertama atau bagian pendahuluan mencakup pembahasan yang 

terdiri dari latar belakang, rumusan masalah yang mengangkat 2 rumusan 

masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik 

dengan menggunakan teori hubungan hukum, teori perlindungan hukum, 

dan teori perlindungan konsumen, metode penelitian yang digunakan 
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penulis dalam penelitian ini yakni penelitian normatif-yuridis, dan 

sistematika pembahasan yang menjelaskan gambaran umum penelitian 

yang akan dilakukan oleh penulis.  

 Bab kedua berisikan pembahasan-pembahasan tinjauan umum 

mengenai perjanjian pinjam-meminjam dan Financial Technology Peer to 

Peer Lending. Dalam bab ini berfokus pada pembahasan mengenai 

perjanjian yang ada dalam layanan Pendanaan Bersama Berbasis 

Teknologi Informasi. Dalam bab ini pula menguraikan tentang layanan 

keuangan Financial Technology dan Financial Technology berbasis Peer 

to Peer Lending.  

 Bab ketiga membahas mengenai Otoritas Jasa Keuangan beserta 

hubungan hukum para pihak dalam Financial Technology Peer to Peer 

Lending. Dalam bab ini memberikan penjelasan yang komprehensif terkait 

layanan pendanaan beserta pihak yang terlibat dalam layanan pendaaan 

bersama berbasis teknologi informasi.  

Bab keempat berisi pemaparan hasil penelitian dan analisis yang 

menjawab 2 rumusan masalah yang diangkat. Pertama. Hasil analisis 

terhadap rumusan masalah bagaimana konsekuensi hubungan hukum 

dalam FinTech berbasis Peer to Peer Lending yang dinyatakan tidak 

berizin oleh OJK. Kedua, hasil analisis terhadap rumusan masalah kedua 

menguraikan yakni upaya OJK dalam melakukan perlindungan hukum 

terhadap para pihak dalam FinTech berbasis Peer to Peer Lending di 

Yogyakarta. 
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Bab kelima, berisi penutup yang mencakup dua sub bab, yakni 

kesimpulan atau garis besar atas berbagai pembahasan dari rumusan 

masalah yang telah dipaparkan sebelumnya dan dilengkapi dengan saran 

rekomendasi dari hasil penelitian. Terakhir pada penelitian ini dilengkapi 

dengan daftar pustaka untuk memberikan daftar sumber rujukan 

penyusunan skripsi ini yang bersumber dari peraturan perundang-

undangan, buku, jurnal, putusan pengadilan, tugas akhir, dan laporan yang 

diakses melalui laman website di internet. 

 

 

 

 

 

 

 



137 
 

BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan   

Berdasarkan uraian dan pembahasan di atas, maka dapat diambil 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Dalam Financial Technology Peer to Peer Lending terjadi hubungan 

hukum keperdataan yakni perjanjian perdata antara pemberi dana dan 

penerima dana. Ketika transaksi pinjaman tersebut dilakukan melalui 

aplikasi yang disediakan oleh penyelenggara yang tidak terdaftar dan 

tidak memiliki izin dari OJK sebagaimana yang telah diatur dalam 

Peraturan OJK No. 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan 

Bersama Berbasis Teknologi Informasi, maka transaksi pinjaman 

tersebut tidak memenuhi syarat kecakapan dan kehalalan karena 

penggunaan aplikasi pinjaman yang tidak berizin tersebut tidak sesuai 

dengan transaksi pinjaman yang dilakukan pada aplikasi pinjaman 

yang berizin oleh OJK. Dengan demikian bahwa perjanjian dalam 

Financial Technology Peer to Peer Lending yang dinyatakan tidak 

berizin oleh OJK berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata bahwa 

perjanjian dapat dinyatakan tidak sah, dapat dibatalkan dan batal demi 

hukum karena syarat kecakapan (syarat subjektif perjanjian) dan suatu 

sebab yang halal (syarat objektif perjanjian) tidak terpenuhi. 

2. Secara umum, 2 jenis bentuk perlindungan hukum yaitu perlindungan 

hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan 
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preventif berupa edukasi pentingnya meningkatkan pemahaman 

mengenai risk and opportunity industri Financial Technology berbasis 

Peer to Peer Lending melalui edukasi literasi dan inklusi keuangan 

sebagai langkah preventif dapat membantu konsumen dalam 

memahami cara melindungi data pribadi dan memahami risiko 

finansial, hukum, dan privasi yang dapat muncul ketika berurusan 

dengan LPBBTI khususnya apabila berurusan dengan Financial 

Technology Peer to Peer Lending yang dinyatakan tidak berizin oleh 

OJK. Perlindungan hukum represif atau kuratif dengan terbitnya 

Undang-Undang 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan 

Sektor Keuangan yang mengatur mengenai sanksi pidana terhadap 

pihak yang tanpa izin melakukan kegiatan usaha jasa pembiayaan 

(termasuk LPBBTI) menjadi dasar bagi OJK untuk memberlakukan 

sanksi pidana yang tegas terhadap penyelenggara kegiatan usaha yang 

ilegal tersebut. Selain itu dengan merujuk pada Peraturan Otoritas Jasa 

Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan 

Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan secara substansi salah satunya 

adalah penguatan kewenangan OJK dalam melakukan gugatan perdata. 

B. Saran 

Beberapa saran terkait permasalahan dalam penelitian ini antara lain 

seperti di bawah ini: 

1. Masyarakat dalam merespons kebutuhan hidupnya memiliki kuasa 

penuh untuk melakukan edukasi literasi keuangan dengan 
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diseimbangkan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia sebagai 

bentuk perlawanan terhadap aktivitas keuangan ilegal yang kian 

marak di dunia pada saat ini.  

2. Setelah diterbitkannya Undang-Undang 4 Tahun 2023 tentang 

Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan dan Peraturan 

Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pelindungan 

Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan yang melengkapi 

dan memperkuat peraturan-peraturan sebelumnya, para stake holders 

terkait dapat mengimplementasikan kebijakan tersebut dengan 

menyeimbangkan mekanisme inovasi digital yang akan selalu hadir.  
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